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Abstrak
 

Asuransi atau pertanggungan berasal dari bahasa Belanda yaitu ?verzekering?, dan dalam bahasa inggris

disebut insurance. Terdiri atas dua belah pihak yaitu tertanggung dengan istilah verzekerde atau insured

sebagai pihak yang mengalihkan risiko kepada pihak lain, dan penanggung dengan istilah verzekeraar atau

insurer sebagai pihak penerima peralihan risiko dengan menerima pembayaran yang disebut premi. Asuransi

sosial atau wajib merupakan bentuk asuransi yang sepenuhnya ditangani oleh pemerintah, melalui Undang-

undang 33 dan 34 Tahun 1964 juncto Peraturan Pemerintah 17 dan 18 Tahun 1965, menunjuk PT Jasa

Raharja sebagai pelaksana tunggal asuransi sosial angkutan umum dan kecelakaan lalu lintas di Indonesia.

Pemerintah bertujuan untuk menyejahterakan sekelompok orang yang mempunyai kedudukan tertentu

dalam masyarakat dan menyediakan suatu jaminan tertentu kepada seseorang atau anggota masyarakat yang

menderita kerugian dalam memperjuangkan hidup dan keluarganya. Sejak berlakunya Undang-undang

Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Pratek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat telah berlaku

pada 5 Maret 2000, larangan praktek monopoli yang dapat merugikan kegiatan ekonomi bangsa semakin

ditingkatkan. PT Jasa Raharja adalah salah satu BUMN yang menurut KPPU melakukan praktek monopoli

tidak sehat yang dilindungi Undang-undang.

Pemberian hak monopoli kepada Jasa Raharja melalui Undang-undang dimaksudkan untuk menjamin

tersedianya layanan jasa santunan kepada penumpang yang mengalami kecelakaan. Namun, saat ini setelah

pelaku pasar semakin kompleks, pemberian hak monopoli itu dinilai sudah tidak tepat, terutama setelah

Indonesia resmi menjadi anggota organisasi perdagangan dunia dengan diratifikasinya Undang-undang

Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization pada

tanggal 2 November 1994.
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